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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab dan Latin
Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini berpedoman

pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab

Be

Te

an titik di atas

Je
titik di bawah
Ka dan ha
De
3 Zal Z Zet dengan titik di atas
D Ra’ R Er
J Zai 4 Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Esdan ye




o Sad S Es dengan titik di bawah

Ul Dad D De dengan titik di bawah

L Ta T Te dengan titik di bawah

L Za V4 Zet dengan titik di bawah

& ‘Ain ‘ Koma terbalik di atas

Ge

Fa

Ha

Apostrof

Ye

o
<
m\)
<

Hamzah (s) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

tanda (’).

Vi



2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. VVokal tunggal bahasa
Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai

berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
i fathah a a

gabungan antara

3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
& ... | V... | fathahdan alifatau ya* a a dan garis di atas
- kasrah dan ya’ i i dan garis di atas
2 dammah dan wau u u dan garis di atas

Vii



Contoh :

Sl - mata
djj s rama

9 : s qila

J. of _
L : yamiitu

4. Ta marbitah
Transliterasi untuk t@’ marbitah ada dua, yaitu t@’ marbitah yang hidup

atau mendapat harakat fathah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

sedangkan ta’ mgy mendapat harakat sukun,
transliterasig alau pada kata dengan ta’ marbitah
diikuti ole ang menggunak' kata sandang bacaan kedua kata

ha (h).

Contoh :
JULY
1R
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

viii



LS} : rabbana
L:SU : najjainda

5 e)) : al-haqq
(3-:3 D nu'ima
3, £ » ‘aduwwun

Jika huruf s ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
(:—) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.
Contoh:

Kata s ; | . an dengan huruf J)
(alif lam : i ni, kata sandang
ditranslite I bi i ia dii h huruf syamsi yah
maupun h nyi huruf langsung
yang men( K8 yang mengikutinya

dan dihubungkan®

Contoh:
4. ‘.,ﬁ - al-syamsu (bukan asy-syamsu)
W
Z\j)'jjﬁ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
25|z | . al-falsafah
AL - al-biladu



7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh :
. ta’'murina

ral-nau’

8. Penuli i asa Indonesia
adalah kata, istilah

atau kali a. Kata, istilah atau

kalimat ¢ )endaharaan bahasa

Indonesia, iag dituligeee isan@hs onesia, atau lazim
transliterasi di atas. Misa it an (dari al-Qur’an), alhamdulillah,
dan munagasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’in al-Nawawr

Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah



9. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
AN %> Dmullah L\ : billah

Adapun ta@ 'marbitah di gkhir kata yang disandarkan kepada lafz al-

Jjalalah, diteransliterasjd

Contoh :

pital (All Caps),
tentuan tentang

A Indonesia yang

awal nama diri (ord ' - Uruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahC kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga
berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang

al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,

CDK, dan DR). Contoh :

Xi



Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi’a linndsi lallazi bi Bakkata mubarakan
Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Quran

Nasir al-Din al-Tist

Nasr Hamid Abii Zayd

Al-Tafi

Al-Maslahah fi al-Tasyri” al-Islamt

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan

Abt (bapak dari) sebagai nama a terakhirnya, maka kedua nama terakhir

itu harus disebutkag daftar pustaka atau daftar
referensi.

Contoh:

Ibnu Rusyd, Abta

uhammad Ibnu)

sr Hamid (bukan,

B. Daftar Sing

SWT

SAW ;

Q.S . Quran Sural

as. : ‘alaih al-salam

H.R : Hadis Riwayat

Cet. : Cetakan

Terj. : Terjemahan

Vol. : Volume

No. : Nomor

uuD : Undang-Undang Dasar
uu : Undang-Undang

IAIN - Institut Agama Islam Negeri

RI : Republik Indonesia
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ABSTRAK

Geo Fadel, 2023 “Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam Tentang
Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang Kota Palopo”.
Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Nrgeri Palopo. Dibimbing oleh Muh.Darwis dan Dirah
Nurmila Siliwadi

Penanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah,
pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan
kegiatan pemberdayaan, pendampingaseserta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga Negara. D endiri, meningkatkan kesejahteraan
fakir miskin adalah dengag ara konsumtif untuk kebutuhan
bertahan hidup (sandag an latar belakang masalah
diatas,penulis yaitu:1.)Bagaimana

Tinjauan Renanganan  Fakir
Miskin di an Hukum Islam
tentang Pe po.

Penel A research) yaitu
penelitian i ponden. Metode
pengumpul , observasi dan
dokumenta puti editing dan
coding. Mg ngan pendekatan
deskriptif.

Hasil jef e LAl yali ] Janapgtsl Miskin menurut
Undang-Unda ‘ ™ 0ilakial oleh Pemerintah
Kelurahan LebaNgiuisoians ; atngany alankan upaya-upaya
penanganan Fakir Mi 4 Y FKelua Harapan (PKH) dan bantuan

Sembako kepada Fakir M g Kelurahan Lebang Kota Palopo.
Kedua, Hukum Islam dalam
upaya, salah satunya ialah pemberiarmZakat secara konsumtif kepada fakir miskin
yang membutuhkan, khususnya yang ada di Kelurahan Lebang Kota Palopo.

Kata Kunci : Fakir Miskin, Hukum Islam, Kelurahan Lebang

XVii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Penanganan Fakir Miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan

pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan,

program dan Kegiata idampingan serta fasilitasi untuk
memenuhi
n 2011 tentang
prang yang sama
sekali itau mempunyai
sumbe ; i api ti puan memenubhi

kebutu ya idug i au keluarganya.’

al serupa dalam

dalam 10 kosakata yang berbeda

Al-Qur’an menyc8
yaitu,® al-maskanat (kemiskinan), al-faqr (kefakiran), al-ailat (mengalami
kekurangan), al-ba ’sa (kesulitan hukum), al-imlaq (kekurangan harta), al-sail
(peminta), al-mahrum (tidak berdaya), al-gani (kekurangan dan diam), al-

mu 'tar (yang perlu dibantu) dan ad-dha 'if (lemah).

' Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1 (3)

? Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 1

* Yusuf al-Qardhawy, Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Surabaya: Bina
Islam, 1996),



Kesepuluh kosa kata yang disebutkan menyandarkan pada satu arti
atau makna yaitu kemiskinan dan penanggulangannya. Islam menyadari
bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang
miskin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 60

sebagai berikut :*

S o 23l Al e Glaadly il o)l Easiall 1

-orang fakir, orang
a (mualaf), untuk
mbebaskan) orang
orang yang sedang

elakukan upaya
lengan program
Sembako, guna

pelaksanaanya ternyata
Pemberian bantuan kepa akir miskin di Kelurahan Lebang Kota
Palopo yang masih sering salah sasaran menjadi salah satu masalah dalam
penanganan fakir miskin, sehingga hak fakir miskin tidak terpenuhi dengan
baik sebagimana amanat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 13
tentang Penanganan Fakir Miskin “Undang-Undang No. 13 Tahun 2011

tentang Penanganan Fakir Miskin diterangkan bahwa segala kecukupan

* Kementrian Agama, Al-Qur’an Al-Karim, (Unit Percetakan Al-Qurén: Bogor, 2018)



pangan, sandang, perumahan, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan dan
kesempatan bekerja merupakan tanggungjawab Negara”

Latar belakang di atas mendasari penulis untuk melakukan melakukan
penelitian tentang Tinjauan Undang-Undang dan Hukum Islam tentang
Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang, Kota Palopo. Undang-

Undang yang dimaksud oleh peneliti sesuai dengan judul yaitu Undang-

Undang Nomor 13 Tahun g Penanganan Fakir Miskin.
Rumusan Masa

am penelitian ini,

1. 2011 tentang
opo ?

2. Fakir Miskin di

Tujuan Pé

yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagairr anganan fakir miskin menurut Undang-
Undang di Kelurahan Lebang Kota Palopo

2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan fakir miskin menurut Hukum
Islam di Kelurahan Lebang Kota Palopo

Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini

yaitu sebagai berikut :



1.

Secara Teoritis

a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca untuk
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir di
Kelurahan Lebang, Kota Palopo

b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan tentang hukum,

khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam di lingkungan

akademis perguruag umbangan perbendaharaan pustaka

dalam il

pustaka khususnya

ahun 2011 dan

bidang hukum,

Palopo.

Penanganan Fakir Misk
c. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan studi pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama

Islam Negeri Palopo dengan gelar Sarjana Hukum (S.H).



BAB Il
KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan
1. Penelitian pertama oleh Siti Abidah Lubis, tahun 2021 mahasiswa program
studi pengembangan masyarakat Islam fakultas dakwah dan komunikasi UIN

Sumatera Utara dalam penulisan skripsi yang berjudul “Peran Dinas Sosial

Dalam Pemberdayaan Masyg lui Program Keluarga Harapan (PKH)

Untuk Menangg atan Sidiangkat Kecamatan

pangan dengan
tasi. Hasil dari
lui PKH di Desa
uk mengurangi

n pada kelompok

yang dilalui yaitu pendataa #lidukan masyarakat miskin yang tidak
lengkap sehingga menjadi kendala dalam pemberian bantuan PKH serta
kurangnya pemahaman masyarakat mengenai PKH.> Adapun persamaan

penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang

penerapan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberdayaan fakir

>Siti Abidah Lubis, Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Menanggulagi Kemiskinan Di Kecamatan Sidiangkat
Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, “Jurnal Pemberdayaan Masyarakat”, \ol.8, No.1, 2021:
14, http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v8i1.7528.



miskin. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu mencari hambatan
serta solusi pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat
melalui program keluarga harapan, sedangkan peneliti menganalisis
implementasi undang-undang tentang penanganan fakir miskin. Peneliti
terdahulu tidak menggunakan hukum Islam tetapi peneliti menggunakan

hukum Islam.

2. Penelitian kedua olej , tahun 2019 mahasiswa fakultas
ilmu sosial dag & dalam penulisan skripsi
5 Tentang Fakir
gara (Studi Pada
jenis penelitian
gunakan adalah

i yang dilakukan

, pemberdayaan,

Aceh baik yang menjadi obj€ N maupun masyarakat umum.®
Adapun persamaan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh

T.Mulya Maulinda adalah sama-sama membahas tentang fakir miskin.

Perbedaannya penelitian penulis membahas tentang implementasi undang

undang tentang penanganan fakir miskin sedangkan penelitian terdahulu

mencari strategi dan faktor penghambat yang dilakukan pemerintah Banda

® T. Mulya Maulinda,” Implementasi Pasal 34 Ayat 1 Undan-undang Dasar 1945
tentang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara ( studi pada pemerintah
Kota Banda Aceh ) ”, Fakultas lImu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala



Aceh dalam mengimplementasikan Pasal 34 ayat (1) tentang fakir miskin dan
anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Penulis menggunakan hukum
Islam sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan hukum Islam.

3. Penelitian ketiga oleh Endeng, tahun 2018 Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Singaperbangsa Karawang judul skripsi “Implementasi Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam

Kebijakan Pengentasan Kegai abupaten Karawang”. Penelitian ini

menggunakan pegg ian ini diambil dari jurusan
ggsa Karawang. Isi
dari sk 4 san  kemiskinan
Undang-Undang
hal ini terlihat
angunan  Jangka
paten Karawang
tahun ketiga S Blsnc 3@ *pad3 ® 2016 dengan angka

Persamaan penelitian Ukan dengan penelitian ini adalah
sama meneliti tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
Tentang Penanganan Fakir Miskin sedangkan Perbedaan Penelitian ini adalah
terletak pada Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011

Tentang Penanganan Fakir Miskin, Penelitian ini Melakukan Penelitian

dengan mengetahui Implementasi dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

’ Endeng, Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan
Fakir Miskin Dalam Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Karawang, “Jurnal Hukum
Indonesia”’,\0l.01,N0.01,2018: 34, https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/.



13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin sedangkan yang akan
diteliti mengkaji tentang Bentuk Perlindungan Fakir Miskin Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

4. Mario Sipahuntar dari UIN Sumatera Utara (Medan) tahun 2020 dengan
judul skripsi “Perlindungan Hukum terhadap Fakir Miskin berdasarkan

Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Ditinjau dari Persfektif Figih Siyasah

(Studi Kasus di Kecamata abupaten Labuhanbatu Tahun 2014-

2019)”. loocan hukum terhadap fakir
miskin e dalam pelaksanaan
iyasah. Adapun
laksanaan Fakir
wwa fakir miskin
pan yang layak.®
5. Jur 4 J j n | Pasal 34 Ayat 1
l Tentang Nafkah
pendekatan yang digunake gKatan kualitatif. Hasil penelitian ini
adalah permasalahan fakir miskin‘dan anak terlantar tidak lepas dari tingginya
tingkat penduduk mulai dari banyaknya pendatang, tingginya tingkat

kebutuhan hidup, sempitnya lapngan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang

rendah. Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini

® Mario Sipahuntar, “Perlindungan Hukum terhadap Fakir Miskin berdasarkan
Undang-undang No. 13 Tahun 2011 Ditinjau dari Persfektif Figih Siyasah (Studi Kasus di
Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2014-2079)”, ( UIN Sumatera Utara
(Medan) tahun 2020)



terletak pada objek penelitiannya yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar
dan penanganannya.’

B. Deskripsi Teori
1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah kata tinjauan
berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, memeriksa, meneliti untuk

kemudian menarik kesimpulan.

2. Undang-Undang Nomort BQ11 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang 4 ran Negara, dan mepunyai

sebagai otoritas,
sikan atau dalam
ang Penanganan
susnya tentang

dilan sosial, non

8fam, yang dimaksud disini hukum

mengikat untuk semua Ve
Islam adalah segala aturan yang térdapat di dalam Al-Qur’an dan hadist."*
4. Penanganan Fakir Miskin

a. Penanganan

° Badrudin, S.HI., M.HL “Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 di Provinsi Riau
(Perspektif Maqashid Syari’ah Tentang Nafkah dan Nadhanah), Hukum Islam, Vol XIX No. 1 Juni
2019 (tanggal diakses 5 Oktober 2023)

'° Undang-UndangNomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Pasal 2.

** Amir Syaripudi, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.9
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Berdasarkan BAB 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011
tentang Penanganan Fakir Miskin, Penanganan adalah upaya yang terarah,
terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan
pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan

dasar setiap warga negara."”> Penanganan yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah kegiatan-kegiatan alisanakan secara terencana dalam

melaksanakan Upg g 2011 tentang Penanganan

Pasal 1 ayat (1)
skin itu sendiri
mata pencarian
flak mempunyai
ehidupan dirinya

dan/atau keluarganyas

© Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1
¥ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1)



C. Kerangka Pikir

Tahun
menga

Huku

Gambar 2.1 Kerangka Fikir

Pemerintah dalam penanganan
Fakir miskin

{

Implementasi Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2011

islam
ir miskin
Hasil Penelitian
aliinis bagaim
dit di K Le

an i

11

g-undang No. 13
Palopo untuk
serta bagaimana

urahan Lebang.



BAB Il
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Tempat Penelitian
Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Juli hingga Agustus 2023.
Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Lebang, Kota Palopo.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang g alam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengang iptif. pendekatan deskriptif
ang dikumpulkan
tersebut dapat

si, dan dokumen

lalam penelitian
fdalah data tambahan
Adapun sumber data yang & gunakan penelitian ini meliputi:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara
langsung kepada para informannya yaitu Pemerintah Kecamatan Wara Barat
Kota Palopo sebagai pelaksana dan warga yang tinggal di daerah setempat

sebagai penerima program bantuan dari pemerintah.

" Moleong, L.J. “Metode Penelitian Kualitatif”, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
(2017)

12
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2. Data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung namun dapat
memberikan data tambahan yang mendukung data primer. Sumber data
sekunder diperoleh dari media cetak maupun media elektronik seperti buku
dan internet guna mendukung pembahasan dan dari hasil-hasil penelitian
lain.”

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitia gumpulan data ialah alat bantu yang

digunakan saat (s 0. Instrumen pengumpulan
& yang dilakukan.
maka instrumen
awancara maka
Instrumen yang
gan melakukan

ata sesuai yang

penelitian ini antara

lain :

1. Nama dal Amin Gatot, S.AN
Usia : 57 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kasi Pelayanan Umum

2. Nama - Irma
Usia : 35 Tahun

> Moleong, L.J. “Metode Penelitian Kualitatif”, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
(2017)

'® Sulaiman Saat dan Sitti Manis, “Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi
Peneliti Pemula”,(2017)



14

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
3. Nama : Peri Valentina

Usia : 45 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Ibu Rumah Tangga
4. Nama : Rustina

Usia 173

Pekerjaan/Jabatan

:.Ibu Rumah

P

engan menggunakan
1. Data primer yang diperol€ alui studi lapangan yaitu dengan cara
menggunakan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan
permasalahan penelitian ini sebagai bahan utama dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara
mengumpulkan semua peraturan perundang-undangan, dokumendokumen,
buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian,makalah-makalah seminar, serta

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya peraturan
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perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang terkait. Untuk
mendapatkan data yang di perlukan, maka teknik pengumpulan data di
lakukan dengan cara :

a. Wawancara, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan
jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan

pengumpulan data(pewawancara) dengan sumber data (responde).”

b. Observasi ialah pengz pencatatan terhadap fakta-fakta yang
dibutuhkan p gdakan menjadi observasi
peneliti terlibat

observasi non

data-data yang
mentasi adalah

en.”° Bisa berupa

setelah data terkumpul, diolah sedemikian rupa sampai pada kesimpulan.”
Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis

transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang telah

Y Azuar Juliandi & Irfan, Metedologi penelitian kuantitatif, ( Bandung: Citapustaka

Media Perintis, 2013), h.88

'8 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, 90
% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,145.
*® Hardani, dkk., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,

2020), 149.

?! Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, 121.
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dikumpulkan untuk menambah pemahaman sendiri mengenai bahan-bahan
tersebut sehingga memungkinkan temuan tersebut dilaporkan kepada pihak
lain.”? Analisis data dilakukan agar data tersusun dengan baik sehingga
diketahui makna dari temuan sesuai dengan fokus penelitian. Teknik analisis
data yang digunakan yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data b glkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pag i tema dan polanya dan
dengan abstraksi.

nti, proses dan

berada dalam

permasalahan.

3. Verifikasi
Kesimpulan atau tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian

akhir ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah

22 salim dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Citapustaka Media,
2012), 145-146.

#* Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi
Media Publishing, 2015), 123.

** sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, 123



17

diperoleh. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan membandingkan
kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung

dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

%> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, 124



BAB IV
DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
1. Gambaran Umum Kelurahan Lebang
Kelurahan Lebang merupakan daerah hasil pemekaran wilayah

Tomarundung pada tahya@B805. °Kelurahan Lebang merupakan salah

satu diantara 4 ecamatan Wara Barat Kota
gengan kode wilayah

penduduk sampai ak adalah sebanyak

Se data jumlah in di Kelurahan

Battang B3

Lebang

Padang Lambe 126 29.1%

Table Daftar Jumlah Fakir Miskin di Kecamatan Wara Barat

Jarak tempuh dari Ibu Kota Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Wara

Barat cukup bervariasi, Kelurahan terdekat adalah Kelurahan

%6 Hasil wawancara Andil Amin Gatot, Kasi Pelayanan Umum Kelurahan Lebang

18
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Tomarundung 0,10 km, Lebang sejauh 10,5KM dan terjauh adalah

Kelurahan Battang Barat 22,8km.

besar Permukiman,
ata Pencaharian

Besar adalah

engutamakan

1. Melaksanakan fungsi pemerintahan yang sinergi dan berasas
pada good goverment

2. Melakukan pemberdayaan masayarakat secara partisipasif dan
gotong royong

3. Mendorong pembangunan dan tumbuhnya ekonomi masyarakat

yang mandiri
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3. Struktur Organisasi Kelurahan Lebang

DARMAN, S.IP

SEKRETARIS

SEKSI
PEMBANGUNAN
&

KELOMP : A KESEJAHTERAAN
JABATA SOSIAL

FUNGSIO

B. Hasil Pembahasan

1. Tinjauan Undang-Unda&hg Nomor 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin Di Kelurahan Lebang Kota Palopo

a) Penanganan Fakir Miskin di Kelurahan Lebang
Mengacu kepada Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin, pemerintah Kecamatan Wara Barat telah
mengusahakan untuk menyalurkan bantuan kepada fakir miskin sesuai dengan
ketentuan dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 mulai dari bantuan

sandanng pangan, program keluarga harapan, bahkan penyediaan pelayanan
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kesehatan. Hal ini kembali ditegaskan oleh bapak Andal Amin gatot sebagai
pelayanan umum perwakilan pemerintah kecamatan Wara Barat bahwasanya
fakir miskin sudah dilindungi dan sudah diberi edukasi dan diberi kenyamanan
seperti diberi bantuan untuk keberlangsungannya hidup masyarakat fakir
miskin.”’

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir

Miskin, secara umum bahwa tujuan negara sebagaimana

diamanatkan dalag g0 Dasar Negara Republik
L segenap bangsa
tumpah darah Indo tuk memajukan
ut melaksanakan

aian abadi, dan

segenap bangsa

yang tergolong fakir mi dengan adil. Tugas negara adalah
membebaskan kondisi rakyat fakir miskin dan rakyat yang terlantar dengan
cara melindungi, memenuhi hak atas kebutuhan dasarnya agar mereka keluar
dari kata kemiskinan.

a. Pengertian Fakir Miskin

%7 Hasil wawancara dengan Amdal Amin Gatot , Perwakilan Pemerintah(Adm). Wara Barat
hari rabu 24 juli 2023 pukul 09.00.
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Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1)
tentang Penanganan Fakir Miskin®® mengartikan fakir miskin itu sendiri
sebagai orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian
dan/atau  mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya

dan/atau keluarganya.

Orang-orang fakir disebut juga sebagai orang yang

mengalami kemi )g terjadi di Indonesia dapat
dialami individu,
standar hidup
endah, sehingga

belum mampu

gga sulit sekali

yang satu dengan yang lainnyag@erigan berbagai cara yang sesuai dengan
keperluan, kemiskinan menurutnya memiliki lima dimensi yaitu: kemiskinan

(poverty), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan menghadapi situasi

*® Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (1)
** Muhidin Syarif, Masalah-Masalah Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
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darurat (state of emergency), ketergantungan (dependence), dan keterasingan
(isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.*

Berbagai definisi fakir miskin atau kemiskinan yang sudah disebutkan
oleh beberapa para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa fakir miskin
merupakan orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan guna untuk

mencukupi kebutuhan dasar hidupnya sendiri maupun kebutuhan hidup

keluarganya, dikarenakan g gengetahuan dan keterampilan serta
kurangnya pera gva pendidikan yang layak.
ang terjadi bukan
pada dasarnya

pan masyarakat,

ndonesia ini.

perlakuan yang tidak adil dalam tingkat kerentanan terhadap ancaman

tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam melakukan jalan hidupnya sendiri. *!

Menurut Chambers dalam Nasikum, kemiskinan dapat dibagi dalam

empat bentuk, yaitu:

% Ali Khomsan DKK, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3.

*! Muhidin Syarif, Masalah-Masalah Sosial, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008)
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1) Kemiskinan Absolut

Disebut kemiskinan absolut bila pendapatannya dibawah garis
kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup atau
kebutuhan dasar pokok pangan, sandang, papan, kesehatan, dan
pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan bentu an pengaruh kebijakan pembangunan

yang belum at, sehingga menyebabkan
ang tersebut telah

ah kemampuan

) atau kelompok
berti tidak mau

0s, tidak kreatif,

4)  Kemiskinan StrQ

Kemiskinan ini merupakan situasi miskin yang disebabkan
rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem
sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan

kemiskinan tetapi kerap menyebabkan suburnya kemiskinan.*

32 Ali Khomsan DKK, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3.

> Ali Khomsan DKK, Indikator Kemiskinan dan Misklasifikasi Orang Miskin, (Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 3-4.
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Berbagai program untuk mengatasi kemiskinan seringkali terbentur
oleh perilaku kemiskinan Kkultural, karena mereka yang mengalami
kemiskinan dalam bentuk ini mungkin sudah pasrah dan menerima keadaan
apa adanya karena ketidaktahuan mereka untuk lari dari kemiskinan.
Kemiskinan struktural terjadi karena faktor-faktor perbuatan manusia, seperti

kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata,

korupsi dan kolusi dunia yang cenderung

menguntungkan gg

gantung kepada
al, yang berarti
pperti  ketiadaan
pi terkait dengan
aspek-q . : wa kemiskinan
Br ekonomi saja,
Kecendrungan p disuatu negara dikarnakan oleh
ketergantungannya pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi
yang tradisonal yang sering dibarengi dengan sikap apatis terhadap
lingkungan. Penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi, yaitu:
pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan
pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan
yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam bentuk

terbatas dan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan
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dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang
rendah berarti produktivitasnya pun rendah, yang pafa gilirannya upahnya
pun rendah.**

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karna rendahnya
pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena

keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal.

Ketiga penyebab kemiskig uara pada teori lingkaran setan

kemiskinan (vicig a Kketerbelakangan, ketidak
gabkan rendahnya
hnya pendapatan

rimplikasi pada

r non ekonomi
spek pendidikan.
rtambah dengan
masyarakat kemudian pduktivitas akan berdampak pada
pendapatan yang semakin besar.

Faktor non ekonomi dalam aspek pendidikan yaitu pendidikan,
merupakan salah satu investasi pembangunan yang dapat dinikmati
dikemudian hari. Adapula faktor non ekonomi dalam aspek kesehatan, tingkat

kesehatan juga menjadi salah satu aspek yang berperan dalam menanggulangi

* Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, Model Pengetasan Kemiskinan
Masyarakat Pesisir, ( Malang: CV. Seribu Bintang ), h.30.
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tingkat kemiskinan. Kesehatan merupakan hak yang dimiliki oleh semua
manusia baik masyarakat kalangan atas, menengah maupun bawah.

Bank dunia juga menjelaskan penyebab kemiskinan®* antara lain
kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, sarana dan prasarana yang
dibutuhkan terbatas, perbedaan kesempatan diantara anggota masyarakat,

perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya

produktifitas, budaya hig k, tata perintah yang buruk, dan
pengelolaan sumbg
gfaan pun berbeda-
han yaitu sebagai
gan kepemilikan
sektor pertanian,
kebutuhan dasar
endorong orang
cara tradisonal,
jaminan sosial untuk befte fntuk menjaga kelangsungan hidup
masyarakat desa, Jaminan kesehatan yang rendah.*

Kemiskinan terjadi diperkotaan karena, Tambunan menyatakan bahwa

penyebab utama dari kemiskinan diperkotaan di Indonesia adalah kemiskinan

atau ketinggalan ekonomi di pedesaan. Pembangunan ekonomi pedesaan di

*Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, Model Pengetasan Kemiskinan
Masyarakat Pesisir, ( Malang: CV. Seribu Bintang ), h.28.

*Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, Model Pengetasan Kemiskinan
Masyarakat Pesisir, ( Malang: CV. Seribu Bintang ), h.29.
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Indonesia kurang berkembang dibandingkan dengan pembangunan ekonomi
diperkotaan. Ekonomi diperkotaan didominasi oleh sektor pertanian. Ketika
lahan pertanian semakin banyak terkonveksi untuk tujuan lain, maka hal ini
mendorong peningkatan migrasi dari desa kekota,namun mereka yang
berimigrasi sulit untuk mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang

layak karena kemiskinan dipedesaan umumnya memiliki faktor pendidikan

yang rendah.
Selain itu f3 gempengaruhi rumah tangga

a kepala keluarga,

psisi dan besaran

a jasa pelayanan

pkasi, dan sektor

bab kemiskinan

Adanya tingkat pend menyebabkan seseorang kurang
mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya.
Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki menyebabkan
keterbatasan dalam masuk dunia kerja.

2. Malas bekerja

Sikap malas merupakan suatu masalah yang cukup memprihatinkan,

karena masalah ini mencangkup kepribadian seseorang. Adanya sikap malas

37

Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, Model Pengetasan Kemiskinan

Masyarakat Pesisir, ( Malang: CV. Seribu Bintang ), h.28.
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ini seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja, atau
bersikap bersandar pada nasib. Sikap malas ini cenderung untuk
menggantungkan hidupnya pada orang lain, baik pada keluarga, saudara atau
yang dipandang mempunyai kemampuan untuk menanggung kebutuhan
hidup mereka.*®

3. Keterbatasan sumber daya alam

Kemiskinan akan mels masyarakat atau individu apabila

euntungan bagi kehidupan

sumber daya alag

kemiskinan bagi
pahwa seseorang
pekerjaan yang
, karna adanya

modalnya.

negara berkembang, kenyata PErti ini membawa kemiskinan pada
sebagian besar masyarakat di negara tersebut. Seseorang karna mereka tidak
memiliki modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka
menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan tujuan untuk
memperoleh penghasilan.

6. Tanggungan keluarga

% Arifin Noor, 1SD Ilmu Sosial Dasar (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 288.
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Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak meningkat pula
tanggungan atau beban hidup yang harus dipenuhi. Seseorang yang
mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi oleh usaha
peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan karna
mereka memang berangkat dari kemiskinan. Kenaikan pendapatan yang

dibarengi dengan pertambahan jumlah keluarga, berakibat kemiskinan akan

tetap melanda dirinya.*
d. Indikator k
jnana indikator itu
pun keterangan.
engukur suatu

tolak ukur atau

bahan bakar untuk me adalah kayu bakar/ arang atau

minyak tanah, hanya mengonsumsi daging, susu, ayam dalam seminggu
sekali, hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun, hanya sanggup makan
sekali atau dua kali dalam sehari, tidak sanggup membayar pengobatan di

puskesmas atau poliklinik.

* Arifin Noor, 1SD Ilmu Sosial Dasar, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 289.
*® Suriani, Diana Sapta, Cut Zaskia, Dinamika Konsumsi Beras Bersubsidi, (Aceh:
Syiah Kuala University Press, 2016), 12.
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Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dalam luas
lahan 500m?, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan
atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- perbulan,
pendidikan tinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah/ tidak tamat SD/
tamat SD, tidak memiliki barang atau tabungan yang mudah dijual dengan

minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak,

atau barang modal lainnya,

Sajogyo dan ekonomi mengusulkan
emiskinan absolut
gkat pendapatan

atau kebutuhan

ah, terpadu, dan
atau masyarakat

pemberdayaan,

memberikan pelatihan ketera dukungan untuk memulai bisnis kecil,
sehingga memberikan kesempatan bagi fakir miskin untuk meningkatkan
kualitas hidup mereka.

Pemerintah sendiri sudah mengupayakan penanganan fakir miskin ini

dengan membentuk undang-undang Nomor 13 Tahun 2011. Undang-undang

* Hendy J.D. Tamboto, Allen A.Ch. Manongko, Model Pengetasan Kemiskinan

Mayarakat Pesisir, (Malang: CV.Seribu Bintang, 2001), 34.

*> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011
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ini secara resmi dikenal sebagai Undang-Undang tentang Penyelenggaraan
Program Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Undang-undang ini
memiliki tujuan utama untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat
yang termasuk dalam kategori fakir miskin agar mereka dapat meningkatkan
kualitas hidupnya dan mengurangi kemiskinan.*

Tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan bentuk penanganan

fakir miskin berdasarkan 2ang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

Penanganan Fakir & gntuk pengembangan potensi
anan perumahan,
an pendidikan,

hukum, dan/atau

sud di atas dapat

t, peningkatan

rasa aman bagi fakir dan kerja sama antar pemangku
kepentingan, dan/atau koordinasi antara kementerian/lembagan dan
pemerintah daerah. Adapun tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan
bentuk penanganan fakir miskin berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, sebagai berikut:

a. Pengembangan Potensi Diri

* Jogloabang “UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin” 07 November 2019
http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2011-penanganan-fakir-miskin (tanggal diakses 29
September 2023)



http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2011-penanganan-fakir-miskin
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Pengembangan potensi diri adalah upaya yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri fakir
miskin antara lain mental, spiritual, dan budaya.** Pengembangan potensi
diri, diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang
disebutkan bahwa: Pertama, Pemerintah dan pemerintah daerah

bertanggung jawab mengembangkan potensi diri bagi perseorangan,

keluarga, kelompok, dag B/arakat.kedua,Pengembangan potensi

diri sebagaimag anakan melalui bimbingan

yang peneliti kumpulR@ emukan program
Undang-Undang

bntasinya sebagai

TS ‘ l . ‘ .
20 ~\ D . meningkatkan
“‘"-..
diversifikasumeligan, soria ke

kecukupan 08

Bantuan pangan da dalam Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Pemerintah dan pemerintah
daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang
yang layak.*

Mengacu pada pasal tersebut, pemerintah kelurahan Lebang telah

memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya

* Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 7
* Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 pasal 12
* Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 7
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berupa sembako, hal tersebut ditegaskan oleh Irma sebagai salah satu
warga yang menerima bantuan berupa sembako. Irma sebagai warga yang
menerima bantuan sembako sangat senang dengan uluran tangan
pemerintah dan berharap bahwa bantuan seperti ini akan terus berjalan
untuk membantu Irma dan masyarakat fakir miskin yang ada di Wara

Barat.”

Sembako bukang 2 _langkah yang ditempuh pemerintah

kelurahan LeQ fakir miskin yang ada
jalankan program
in Gatot, S.AN
Barat.*® Program

bantuan sosial

sebagai keluarga

Sejahteraan sosial
dan ekonon kel » SiERan bantuan tunai dan non-
tunai. Bantuan tunai Ye eliputi bantuan untuk pendidikan,
kesehatan, dan produktifitas. Bantuan non-tunai yang diberikan meliputi

pemberian akses ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan

09.00.

* Hasil wawancara dengan Irma, warga kec. Wara Barat hari Kamis 20 juli 2023 pukul

*® Hasil Wawancara dengan Andal Amin Gatot, S.AN, Kasi Pelayanan Umum Kec. Wara

Barat hari kamis 20 juli pukul 10.00


https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
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keterampilan Program PKH telah dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai
upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.*

Warga kelurahan Lebang merasa bahwa program Keluarga
Harapan (PKH) ini membawa dampak yang sangat positif bagi fakir
miskin yang ada di kelurahan Lebang. Hal tersebut dipertegas oleh lbu

Wanti sebagai salah satu penerima bantuan Program Keluarga Harapan

(PKH). Wanti mewakilig gunya mengatakan bahwa :

“Warg acat membutuhkan uluran
tangan g gl arga Harapan (PKH)
ini rga fakir miskin
'KH) akan terus
arga fakir miskin

untuk memenuhi
hat. Hal tersebut
againic | g GagPNomor 13 Tahun
2011%, yang \\Q i emermtah daerah bertanggung
jawab menyediakan p® an.

Data penelitian yang® peneliti kumpulkan belum ditemukan
program pemerintah yang berkaitan erat dengan Pasal 14 Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2011 sehingga tidak ditemukan implementasinya sebagai

upaya memberdayakan masyarakat miskin.

* https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh, diakses pada 27 Juli 2023 pukul
21.00.

*% Hasil wawancara dengan Wanti, warga kec. Wara Barat hari Kamis 20 juli 2023 pukul
10.00.

> Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 14



https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh
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d. Penyediaan Pelayanan Kesehatan.

Penyediaan pelayanan kesehatan adalah “penyediaan pelayanan
kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin”. Pelayanan
kesehatan diberikan secara professional oleh tenaga kesehatan dan tenaga
pendukung kesehatan.>® Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang disebutkan bahwa: “Pemerintah

daerah bertanggung elenggarakan penyediaan pelayanan

kesehatan, bail preventif, kuratif, maupun

agaimana dimaksud
asional”

fakir miskin di

bngan pelayanan

kesehatan yaitu

a yang berumur

dan ramah, serta pe an Lebang juga rutin melakukan

pengecekan keaktifan BPJS dari warga fakir miskin untuk mempermudah
warganya memperoleh pelayanan kesehatan.>

e. Penyediaan Pelayanan Pendidikan.

>> Wikipedia “pelayanan Kesehatan“10 Agustus 2023 https://id.m.wikipedia.(tanggal

diakses, 29 September 2023)

10.00.

>® Hasil wawancara dengan Rustina, warga kec. Wara Barat hari Kamis 21 juli 2023 pukul
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Penyediaan pelayanan pendidikan adalah penyediaan pelayanan
pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin dalam
memperoleh layanan pendidikan yang bebas biaya, bermutu, dan tanpa
diskriminasi gender”. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang berbunyi Pemerintah dan

pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan

atau beasiswa.
f. g acja dan Berusaha.
aha adalah “untuk
ngan usaha yang
omor 13 Tahun
rah bertanggung
, yang dilakukan
B; 2) pemberian
akses terhadap

pengembanganius : ataall peMyediaan fasilitas bantuan

permodalan.>

>* Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 17
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g. Bantuan Hukum
Bantuan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dan jaminan
persamaan didepan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap
warga Negara. Karena, konstitusi menjamin hak setiap warga Negara
untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk juga

untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum. Sekalipun, terhadap

masyarakat yang memili p_dalam mengakses bantuan hukum,
terutama bagi g
Andal Amin gatot
nitan \Wara Barat
dap fakir miskin

peri edukasi dan

sungannya hidup

Miskin di

Mengacu kepada Undame@nhdang Nomor.13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin, pemerintah kelurahan Lebang telah mengusahakan
untuk menyalurkan bantuan kepada fakir miskin sesuai dengan ketentuan dari
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 mulai dari bantuan sandanng pangan,

program keluarga harapan, bahkan penyediaan pelayanan kesehatan. Hal ini

> Bantuan Hukum dalam Perspektif Tanggungjawab Negara, www.mitrahukum.org

(tanggal di akses 29 September 2023)

*® Hasil wawancara dengan Amdal Amin Gatot , Perwakilan Pemerintah(Adm). Wara Barat
hari rabu 24 juli 2023 pukul 09.00.


http://www.mitrahukum.org/
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kembali ditegaskan oleh bapak Andal Amin gatot sebagai pelayanan umum
perwakilan pemerintah kecamatan Wara Barat bahwasanya fakir miskin sudah
dilindungi dan sudah diberi edukasi dan diberi kenyamanan seperti diberi
bantuan untuk keberlangsungannya hidup masyarakat fakir miskin.*’

Terkait penanganan fakir miskin di kelurahan Lebang tentu sampai

sekarang masih kerap dengan adanya konflik dan kesenjangan sosial antara

Pemerintah kelurahan Lebgag asyarakat Fakir Miskin yang ada

dikelurahan Lebagg gl sampai saat ini ada pada
bantuan 3 In, karena antara
skin belum bisa

terhadap setiap

dari masyarakat

an sosial antara

bantuhan terhadap masyare elurahan Lebang, pemberlakuan
yang kurang baik terhadap maSyarakat fakir miskin kelurahan Lebang
sehingga mengakibatkan efek negative dan masyarakat fakir miskin merasa
kehidupanya tidak aman dan kurang nyaman

Kesenjangan sosial antara masyarakat juga kerap menjadi konflik

dalam penanganan fakir miskin di kelurahan Lebang. Banyak masyarakat

>’ Hasil wawancara dengan Amdal Amin Gatot , Perwakilan Pemerintah(Adm). Wara Barat
hari rabu 24 juli 2023 pukul 09.00.
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yang merasa bahwa pemerintahan kecamatan masih belum adil dalam
pembagian bantuan. Seperti yang diterangkan oleh Mirnawati salah satu
masyarakat yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk
apapun. Mirnawati menjelaskan bahwa pemerintah masih memilih kasih
dalam memberikan bantuan kepada masyarakatnya, masih banyak masyarakat

yang jelas membutuhkan uluran tangan pemerintah kelurahan Lebang tapi

tidak mendapatkan bant Terkadang mirnawati merasa

pemerintah lebih g emiliki kerabat di kelurahan
untuk dig gnflik antar sesama
warga
salah yang perlu
Dengan adanya
)emerintah untuk

melind 4 { i in yang ada.

nnya peraturan-

aturan pemerintah yang kura nemperhatikan keadaan masyarakatnya
sendiri atau di sebabkan oleh masyarakatnya sendiri yang tidak patuh akan

peraturan yang sudah ditetapkan.

*® Hasil wawancara dengan Mirnawati, warga Kec. Wara Barat hari rabu 24 juli 2023 pukul
09.00.
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2. Tinjauan Hukum Islam tentang Penanganan Fakir Miskin di
Kelurahan Lebang Kota Palopo
a. Pengertian Fakir Miskin Menurut 4 Mazhab

Miskin menurut Imam Mazhab Syafii adalah orang yang punya
sesuatu yang dia bisa makan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya>.
Mazhab Malik menjelaskan bahwa miskin punya cadangan makanan

mencukupinya selama setahyg@eementara yang tidak mencukupi selama

setahun maka ia fazhab Hanafi menyebut bahwa
sesuatu apa pun.®
n adalah orang-

ap harinya atau

kit dan Malik. Mereka
berdalilkan dengan perKa penggembala kambing dari arab
badui, dia berkata; “adapun fakir yang dahulunya mempunyai susu untuk

anakanaknya namun sekarang sudah tidak ada yang tersisa.” Sisi

pendalilannya adalah bahwa orang arab badui ini masih menganggap orang

> Abu Zakariya Muhyiddin alNawawi, Al majmu’ syarh al muhazzab kitabuzzakah bab
kismu shadagath. (Beirut: Darul Fikr, TT, Jil VI), him. 197

® Muhammad al-Arabi al-Qurawi, alKhulashah al-Fighiyyah ' Ala Madhab alSaddah al-
Malikiyyah, (Beirut: Dar al-Kutub allmiyyah, TT), him. 180

®! Abdullah Nashih Ulwan, Zakat menurut 4 Mazhab, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008,

®2 Abu Abdillah Muhammad Ibn Muflih Al Maqdisi.Kitab Al furu’ bab dzikru ashnaf ahli
zakah, Asyarh al kabir ibnu qudamah juz 2
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yang memiliki sesuatu (susu) termasuk kategori fakir dan tentu yang tidak
memiliki sesuatu disebut miskin.®

Miskin lebih baik keadaannya dari fakir, ini adalah pendapat
beberapa ulama lain, diantaranya; Al Ashma’i, Ahmad bin Ubaid, Ibnu
Barri, dan Ali bin Hamzah al Ashbahani al lughawi. Mereka berdalilkan

dengan beberapa hal berikut ini:

> Firman Allah dalame8

s zhzl) ARCLEPEHRREY

Ulama Syafi’ah dan H#ffabilah mengatakan bahwa. * Orang fakir
lebih buruk keadaannya dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir
adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau

orang yang memiliki harta dan berpenghasilan lebih sedikit dari separuh

kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya,

® Lisanul Arab, Ibnul Manzhur, Darul Maarif jilid 3. Kairo. him 2025
* Wahbah Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, jilid 3, Depok: Gema Insani , 2011, him
282
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tanpa ada pemborosan dan sifat kikir. Hasbi Ash Shiddiegie dalam bukunya
pedoman zakat mengatakan sebenarnya tidak ada perbedaan antara fakir
dengan miskin dari segi hajat dan keperluan, karena keadaannya samasama
membutuhkan.®

Qatadah mengatakan orang fakir adalah orang yang butuh dan

memiliki penyakit menahun sedang orang miskin adalah orang yang butuh

akan tetapi badannya sgh gda dengan al-Maraghi, menurutnya

orang miskin dva dari pada orang fakir

Al-Balad yang

pah adalah orang

anakan karena

atau tikar yang dapat T tanah), ia tidak memiliki tempat

berlindung kecuali tanah.
Pendapat yang beragam dari kalangan Ulama di atas tentu memiliki
dalil masing-masing, namun mereka bersepakat bahwa dua kata ini “fakir

dan miskin” jika disebutkan bersamaan maka artinya berbeda, dan jika

® Hashi Ash Shiddieqy, Pedoman Zakat, Semarang, Pustaka Riski putra, 2012, him 147
® Abu al-Fida’ Isma‘il bin Umar, Tafsir Ibnu kathir, Jilid 6, him 194

7 Q.S Al-Balad: 16

*® Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, Tafsir al-Qurtubi, Jilid 20, him. 424
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disebutkan salah satunya maka akan mewakili makna yang lain, sama
halnya dengan Islam dan iman jika disebutkan bersamaan maka masing-
masing mewakili makna sendiri akan tetapi jika salah satunya disebutkan
maka mewakili makna yang lain.®

Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:”

yang berkeliling
itu diberi orang
ahabat kemudian
) miskin, wahai
gguhnya adalah

uhannya, namun
kepadanya, dan

hal yang berbeda sesuai 0€ endapat Ulama Syafiah dan Hanabila.
Orang yang fakir lebih dibawah keadannya dibandingkan dengan orang
yang miskin. Fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki

pekerjaan, sedangkan miskin memiliki namun hanya sebatas menghidupi

saja.

% Muhammad ibn umar bin Salim Bazmul, Ahkam Fakir wal Miskin, Makkah: Jamiah
Ummul Qura Kuliyyah al-Dakwah wa Ushul al-Din, 2011 , HIm 49
°H.R Muslim
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c. Penangan Fakir Miskin menurut Hukum Islam
Islam mengajarkan beberapa langkah sebagaimana terdapat dalam
Al-Quran untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum
fakir dan miskin, yaitu perintah bekerja, perintah memberi makan, perintah
berinfak, perintah mengeluarkan zakat, dan penetapan hukum waris”

a. Perintah Bekerja

Bekerja adalah g ama dalam memerangi kemiskinan.

Dalam naungasg gak ada seorang pekerja pun
dan keringatnya.
pun mendorong
engan mengubah

manusia yang

ras dan berusaha

emberikan makanan kepada

orang miskin dihubungka ®ngan kewajiban membayar fidyah.”

Sebagaimana dalam QS. Al-Bagarah : 184

“ (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit
atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti)
sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan
bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu
memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati

"' Dede Rodin. "Pemberdayaan ekonomi fakir miskin dalam perspektif Al-Qur'an.” Jurnal
Economica 6, no. 1 (2015): 80-99.

72 Ali bin Muhammad bin Ali al-Zain al-Syarif al-Jurjani. Kitab at-Ta'rifat. (Beirut: Dar
al-Kutub al- llmiyyah, cet ke-1, 1988): 165.
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mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu
lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Memberi makan kepada orang miskin termasuk bagian dari
pertolongan pertama dalam penanggulangan kemiskinan. Bahkan
kewajiban bukan hanya tanggungjawab orang yang kaya, tetapi
tanggungjawab semua orang, termasuk kelompok miskin sendiri Karena

setiap manusia membutuhkangpanusia yang lainnya, saling membutuhkan

telah menjadi sunnaj aditetapkan oleh Allah.”

ajib  dipenuhi:
manusia, dan
ntahkan  untuk
Ilah kepada fakir
memberdayakan

dalam QS. Al-

Bagarah :

“Siapakah yang ma nan kepada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkan hartanyag@diyalan Allah), maka Allah akan meperlipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak dan
Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu
dikembalikan.”

Islam begitu memperhatikan keadaan fakir dan miskin sehingga

berinfag menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan meski jumlahnya tidak

”* Abdurrahman bin Khaldun. Mugaddimah Ibnu Khaldun. (Kairo: Dar al-Fajr Li al-
Turats,2004): 65.

7 Hamzah Hasan. "Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam." Jurnal
Al-Ulum 19, no. 1 (2019): 241
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seberapa karna Allah telah menjanjikan bahwa harta yang diinfakkan di
jalan Allah akan mendapat balasan dan manfaat untuk dirinya sendiri.
d. Perintah Mengeluarkan Zakat
Pada masa Rasulullah Saw, nabi tercatat mengelola dan meregulasi
Zakat secara langsung dan memperlakukannya sebagai bagian dari

keuangan negara.”” Seluruh harta negara yang masuk ke baitul mal,

didistribusikan di antarg iskin dan fakir dengan segera.”

diperhatikan dan
kan kepada ahli
im, adalah orang
mengentaskan
. Pemberian ini

kemiskinan dan

tasi pada keserasian hubungan
manusia dengan alam, elihara terwujudnya ketertiban dan
kesejahteraan sosial sesame manusia, hukum Islam menegakkan prinsip-
prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-

kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan

7> St. Habibah,dkk. "Management Of Zakat Maal in Makassar City: Study Of Zakat Productivity
Efforts." Jurnal Al-Ulum 20, no. 1 (2020): 93. 25
’® Majid Ali Khan. Sisi Hidup Para Khalifah Saleh. (Surabaya: Risalah Gusti, 2000): 630.
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harmonis.”” Setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya
secara sama.’® Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama
antara satu mukmin dengan mukmin yang lain. Dan yang membedakan
hanyalah tingkat ketakwaan dari setiap mukmin tersebut Prinsip
Pemberdayaan Fakir Miskin Menurut Al-Qur’an

Kaum fakir dan miskin merupakan masalah sosial yang kompleks
serta multidimensi. ’Mengpaglapi persoalan sosial yang akut ini, Al-
Qur“an menawarkan b ip dalam pemberdayaan kaum fakir
dan miskin sebagad grinsip ta,,awtn, yakni prinsip
kerjasama dag akni pemerintah, lembaga

2 pok masyarakat secara
b sebagai berikut:
) kebaikan dan
dan pelanggaran.
Allah amat berat

erintah dengan
langan tersebut

tanggungjawab

menjadi pemain tunggal. T Jlangan kemiskinan harus dilaksanakan

secara menyeluruh lintas sektoral dan regional, dengan melibatkan forum

lintas pelaku.

”7 Rusdiman Syam dan Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam
Pelestarian Lingkungan Prespektif Siyasah Syar'iyyah." Jurnal Siyasatuna 1, no. 3 (2020): 467.

7 Siska, dkk. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Prespektif Siyasah
Syar'iyyah." Jurnal Siyasatuna 2, no. 2 (2021): 460.

® Ony S. Prijono dan A. M. W. Pranarka, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan
Implementasi, Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996, h. 56-57
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Kerjasama dan sinergi dalam pengentasan kemiskinan serta
pemberdayaan kaum fakir dan miskin mutlak diperlukan. Bentuk ta ‘awiin
ini meliputi kelembagaan, manajemen, finansial, sumber daya manusia,
program, metodologi, dan kebijakan sehingga melahirkan kekuatan
terpadu dalam mengatasi kemiskinan. Kedua, prinsip sytra, yakni prinsip

musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan

persoalan pemberdayas ir dan miskin dalam satu program

kepeduliaan mengidentifikasi

-cara mengenali
lahirkan langkah
al capital di atas
ip syira. Sebab
atas eksistensi
pemikiran, etiap komponen dalam
komunitas. yura berarti memperluas tingkat
keterlibatan dan partisipasi Setiap komponen masyarakat dalam setiap

tahapan pemberdayaan kaum fakir dan miskin.®

Al-Qur“an memandang bahwa kemiskinan adalah masalah sosial

yang harus dientaskan. Bahkan penyakit berbahaya yang wajib diobati.

% Muhammad Amri Rohani, Kajian Pemikiran Yusuf Qardagi tentang Pengentasan
Kemiskinan, vol.2 no.1

#1 Ony S. Prijono dan A. M. W. Pranarka, Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan
Implementasi, Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996
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Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa
yang bertanggungjawab atas kemiskinan adalah orang miskin sendiri,
bukan masyarakat, pemerintah atau orang kaya. Tetapi Islam juga tidak
sependapat dengan teori struktural yang hanya memfokuskan pada
penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan.®” Di satu sisi, Islam

mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang sah. Setiap orang

yang memperoleh harta dia berkuasa penuh atas harta tersebut.
a0 harta dan memandangnya
pan  keahlian dan
ang agar bekerja
bedaan tersebut
an berkeadilan.
itas, melahirkan

an konflik.

problem ekonomi terletak pada praktik ketidakadilan manusia dalam
distribusi kekayaan, bukan pada menipisnya kekayaan alam dibanding
dengan kebutuhan manusia.®**Dari sini tampak bahwa persoalan bagaimana

membebaskan kaum fakir dan miskin dari kemiskinan dan bagaimana

memberdayakan kehidupan ekonomi mereka berkaitan erat dengan

8 vusuf al-Qardhawi, Musykilat al-Faqr wa Kaifa ,,Alajaha al-Islam, Beirut: Mu assasah
al-Risalah, 1985, hlm. 33-34

® Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh®afin
dengan Pendekatan Keindonesiaan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007,
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masalah pemanfaatan dan pendistribusian harta. Karena itu, upaya
pembebasan dan pembedayaan fakir dan miskin terlebih dahulu harus
melihat bagaimana ketentuan Al-Qur“an menyangkut pemanfaatan dan

distribusi harta.

Zakat selain memiliki dimensi ritual dalam rangka melaksanakan

perintah Allah Swt, juga terkait dengan dimensi moral-psikologis, yakni

zakat diharapkan dag etamakan dan keserakahan si kaya
t juga terkait dengan

zakat diko enghapus taraf

imensi ekonomi,
la sebagian kecil

syarakat (QS. al-

orang per orang yang b -sendiri, tanpa keterkaitan satu sama
lain. Tetapi ,,amilin harus dilihat dan dipahami sebagai kumpulan orang
dan kolektifitas yang memiliki legalitas, terikat dalam institusi dan sistem,
serta wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya

kepada pemerintah dan masyarakat.®

* Didin Hafidhuddin, dkk, Figh Zakat Indonesia, Jakarta: BAZNAS, cet ke-1, 2013
# Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh“afin
dengan Pendekatan Keindonesiaan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
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Amil harus mampu memilih dan memilah agar penyaluran zakat
tepat sasaran dan jangan sampai diberikan kepada orang yang tidak
berhak, Allah swt memperingatkan bahwa ada orang yang tidak pantas
menerima zakat tetapi ingin mendapatkan bagiannya lalu orang tersebut
mencela Nabi Muhammad Saw mengenai masalah pembagian harta zakat

(QS. al-Taubah [9]:58). Amil zakat harus mampu menciptakan dan

merumuskan strategi p gakat yang berdaya guna dan berhasil

guna. Amil eksplorasi berbagai potensi
Rengan demikian,

memiliki fungsi

aan amil,®® yaitu:
da saja manusia-
pleh penguasa?).
Kedua, peMmefataanneia elge atu tangan, diharapkan
seseorang tidak aka fla kali dari dua sumber, dan
diharapkan pula semua mustahiq akan memperoleh bagiannya). Ketiga,
memelihara harga diri para mustahik, karena mereka tidak perlu

berhadapan langsung dengan para muzakki, dan mereka tidak harus pula

datang meminta. Keempat, sektor (ashnaf yang harus menerima) zakat,

% (Qardhawi, Shadagah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan terj. Dadang Sobar,
S.Ag., 2013).
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tidak terbatas pada individu, tetapi juga untuk kemaslahatan umum, dan

sektor ini hanya dapat ditangani oleh pemerintah.*’

Di Indonesia, untuk mewujudkan fungsi zakat untuk kesejahteraan
dan pengentasan kemiskinan, maka penguatan institusi amil menjadi
bagian tak terpisahkan dari penguatan sistem zakat nasional. Langkah ke

arah itu terus dilakukan sebagai implementasi Undang-undang Republik

Indonesia Nomor gtang Pengelolaan Zakat. Dalam

Undang-ugg elolaan zakat bertujuan:
an efektivitas layanan dalam

zakat untuk

an kemiskinan.®

telah ditetapkan
an zakat sebagai
#pakan hak muslim
menyebutkan  beberapa

ketergantungan kaum miS ap harta orang kaya *

Pertama, jika seseorang mendapatkan harta sesuai dengan
kebutuhannya maka ia berhak mendapatkannya meskipun ada orang lain
yang membutuhkan. Ini adalah orang yang memiliki harta yang cukup tapi

tidak mencapai haul dan nishob. Jika harta yang dimilikinya melebihi

¥ Didin Hafidhuddin, dkk, Figh Zakat Indonesia, Jakarta: BAZNAS, cet ke-1, 2013

% Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

* Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh®afin
dengan Pendekatan Keindonesiaan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, him. 137
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kebutuhan, tetapi di sisi lain terdapat kaum miskin yang bergantung pada
harta tersebut maka diambilah harta tersebut dalam jumlah yang sedikit

agar si miskin terpenuhi kebutuhannya sehari hari. *°

Kedua, harta yang melebihi kebutuhan pokok dan mengendap di
dalam rumah, maka menyimpang dari tujuan Allah menciptakan materi

kekayaan untuk digunakan. Mgka Allah memerintahkan untuk dikeluarkan

harta tersebut agar benda diciptakan tidak terhalangi

\llah, sedangkan
alah harta Allah.
memerintahkan

kelompok yang

secara fair. Islam
memperoleh kekayaan serta perhatikan hak orang miskin. Islam tidak

menguras harta orang kaya tidak pula menelantarkan orang miskin

Strategi Pengentasan Kemiskinan Islam memiliki berbagai prinsip-
prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi

program pengentasan kemiskinan dan sekaligus penciptaan lapangan kerja

*® Didin Hafidhuddin, dkk, Figh Zakat Indonesia, Jakarta: BAZNAS, cet ke-1, 2013
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(Wibisono, 2010)** vaitu: Pertama, Islam mendorong pertumbuhan
ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat (pro-poor growth).
Islam mencapai pro-poor growth melalui dua jalur utama: pelarangan riba
dan mendorong kegiatan sektor riil. Pelarangan riba secara efektif akan
mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas

perekonomian tercipta. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal

pada kegiatan ekonomig lalui kerjasama ekonomi dan bisnis
seperti mudhga Dengan demikian, tercipta

buhan ekonomi

n negara yang
dgeting). Dalam
ncapai pro-poor
merintahan yang
publik. Tidak pernal ggaran dalam pemerintahan Islam
walau tekanan pengeluaran “Sangat tinggi, kecuali sekali pada masa
pemerintahan Nabi Muhammad karena perang. Yang lebih banyak

didorong adalah efisiensi dan penghematan anggaran melalui good

governance.

°! Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh®afin
dengan Pendekatan Keindonesiaan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
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Islam menjelaskan bahwa anggaran negara adalah harta publik
sehingga anggaran menjadi sangat responsif terhadap kepentingan orang
miskin, seperti menyediakan makanan, membayar biaya penguburan dan
utang, memberi pinjaman tanpa bunga untuk tujuan komersial, dan

beasiswa bagi yang belajar agama.

Ketiga, Islam mendgrong pembangunan infrastruktur yang

memberi manfaat | (pro-poor infrastructure). Islam

mendorong 1 memiliki  dampak

¥alam rangka as dan efisiensi

adinah kepada
emandian umum
gan jalan, dan
embangun kota
tata ruang kota. Beliau n tahkan Gubernur Mesir, Amr bin
Ash, untuk mempergunakan sepertiga penerimaan Mesir untuk

pembangunan jembatan, kanal, dan jaringan air bersih.”

Keempat, Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar
yang berpihak pada masyarakat luas (pro-poor public services). Terdapat

tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius:

*? Abad Badruzaman, Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-ayat Mustadh“afin
dengan Pendekatan Keindonesiaan), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
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birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah
amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau
golongan. Khalifah Usman tidak mengambil gaji dari kantornya. Khalifah
Ali membersihkan birokrasi dengan memecat pejabat-pejabat pubik yang
korup. Selain itu, Islam juga mendorong pembangunan pendidikan dan

kesehatan sebagai sumber produktivitas untuk pertumbuhan ekonomi

jangka panjang. Nabi AW meminta tebusan bagi tawanan

perang dengad kepada masyarakat. Nabi
hidup bersih dan

sembuh untuk

n dan distribusi

me distribution).

menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Dan bagi
siapa saja yang menelantarkan tanahnya, maka negara berhak
mengambilnya untuk kemudian memberikan kepada orang lain yang siap
mengolahnya. Dengan penerapan zakat, maka tidak akan ada konsentrasi
harta pada sekelompok masyarakat. Zakat juga memastikan bahwa setiap

orang akan mendapat jaminan hidup minimum sehingga memiliki peluang

% Oktavianti, Henny., Munawar Ismail., Ahmad Erani Yustika. 2010. Strategi
Penanggulangan Kemiskinan
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untuk keluar dari kemiskinan. Lebih jauh lagi, untuk memastikan bahwa
harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja, Islam juga sangat

mendorong orang kaya untuk memberikan gard, infak, dan wakaf.**

Firman Allah SWT dalam surat AlAraf ayat 180:

“Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan
menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang
menyimpang dari kebena am (menyebut) nama-namaNya. Nanti
mereka akan mendap 0 apa yang telah mereka kerjakan”

2sil dari bekerja, santunan
| kebutuhan fakir
miskin tersebut
liki sumber daya
ilik umum, yang
baik dikelola
erti wakaf yang
suk di dalamnya

bumber ekonomi

Konsep islam memerdulikan fakir miskin sudah
termaktub dalam ajaran dan kebijakan Rasulullah SAW pada saat
memimpin umat islam Pada dasarnya seluruh pemasukan APBN Islam
merupakan sumber pemasukan bagi masyarakat fakir dan miskin. Ketika
santunan zakat tidak dapat mencukupi kebutuhan atau permintaan, maka

anggaran lain dipergunakan melalu sedekah, bantuan tunai maupun

* Muhammad Amri Rohani, Kajian Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Pengentasan
Kemiskinan, vol.2 No.1 Tahun 2023

% Muhammad Amri Rohani, Kajian Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Pengentasan
Kemiskinan, vol.2 No.1 Tahun 2023

*® Huda, Nurul dkk. 2015. Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan Dalam
Perspektif Islam. Jakarta. Elex Media Komputindo
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bantunan non tunai lainnya. Dalam konteks Indonesia, konsep ini sejalan
dengan amanat pasal 33 UUD 1945 bahwa seluruh kekayaan alam yang
terkandung di belantara nusantara serta dimiliki oleh negara harus
dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Hal ini selaras dengan
amanat proklamasi bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh

Negara, dalam artian kesejahteraan hidupnya harus dijamin oleh Negara.

Bantuan non zakat dapat diartikan sebagai instrumen pemerintah

yang lain di luar zakajg@mReran pemerintah dalam islam dapat

diklasifikasikan megag uda, 2015) vyaitu membentuk
masyarakat da berdasarkan keadilan dan
pendapatan dan

ividu dalam hal

lu mengeluarkan
aupun kebijakan
sempatan untuk

miskinan. Selain

individu, waka ' h g a seperti dari tetangga dan

sebagainya.”’

Islam memiliki konsep taawun (tolong menolong) dalam
hubungan antar manusia. Konsep ini menumbuhkan sikap peduli dan
saling membantu antar sesama. Islam tidak pernah memisahkan ilmu
dengan akhlak, ekonomi dengan etika, politik dengan etika, perang dengan
etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan islam. (Qardhawi,
Norma dan Etika Ekonomi Islam terj. Zainal Arifin, Lc, 1997). Etika

untuk saling tolong menolong ini lah yang menjadi landasan Yusuf

*7 Nata, Abuddin, dkk. 2008. Kajian Tematik Al-Quran tentang Konstruksi Sosial.
Penerbit Angkasa Raya. Bandung
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Qardhawi melihat bantuan non zakat yang dikumpulkan melalui sedekah
dan instrumen sosial lainnya sebagai salah satu cara mengentaskan

kemiskinan®®

Konsep pengentasan kemiskinan tersebut yaitu: Pertama,
berlakunya sistem islam dan masyarakat islam. Yusuf Qardhawi
menekankan bahwa konsep tersebut akan berhasil apabila dipraktikkan
dalam masyarakat islam yang berpegang teguh pada sistem islam, baik
dalam kehidupan ekonomi g2, maupun politik (Qardhawi, Kiat Islam

alalim, 1995).

Mengentaskan Kemj

acara integral. Yusuf
uan yang tidak
nya milik Allah,
nggunakan harta
pandangan islam
mewahan serta

rta tertahan dan

Semua pihak dalam mayarakag#Slam memiliki kesempatan menjadi orang
kaya tanpa membedakan status sosial. Keempat, kemiskina tidak
mengurangi hak dan kehormatannya dikurangi. Yusuf Qardhawi

menjabarkan bahwa hakikat manusia pada keimanan dan amalnya buka

% Ahyani, Shidgi. 2016. Kemiskinan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Solusinya dalam
Pandangan Islam (Studi Pemikiran Sa’ad Ibrahin dan Yusuf Qardhawi Tentang Penanggulangan
Kemiskinan). Sumenep : Jurnal Kariman. Vol. 4

*° (Qardhawi, Shadagah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan terj. Dadang Sobar,
S.Ag., 2013).
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pada kekayaannya (Qardhawi, Shadagah Cara Islam Mengentaskan
Kemiskinan terj. Dadang Sobar, S.Ag., 2013'®

Zakat dapat dikatakan sebagai salah satu usaha konkrit baik dari
target para muzakki maupun mustahik dalam berlangsungnya agenda
pengentasan kemiskinan. Maka dari itu, sangat tepat yang dilakukan.

Khalifah Abu Bakar pada masa kepemimpinannya, beliau memerangi

orang-orang yang enggag ar zakat, karena dianggap sebagai hal

yang dapat melgg ajadi awal kesenjangan sosial

aitu pemenuhan
onsumsi sendiri
a manusia akan

0 pendapatan

zakat sebagai jawabannya. “S€lain itu pula, zakat menjadi instrumen
pendistribusian kekayaan, dimana muzakki (pembayar zakat) adalah orang
yang memiliki kekayaan yang melampaui haul (batas waktu) dan nishob

(batas nominal) kekayaan kepada mustahik (penerima zakat).

100

. (Qardhawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan terj. Syafril Halim, 1995)
Muhammad Amri Rohani, “Kajian Pemikiran Yusuf Qardawi tentang Pengentasan
Kemiskinan, Vol. 2 N.1
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Pemerintah Kelurahan Lebang Kota Palopo dalam hal penyaluran
Zakat telah terlaksana dengan baik, terbukti dalam bulan suci Ramadhan
Imam Desa mengumpulkan Zakat berupa Beras dan uang untuk kemudian
diberikan kepada fakir miskin yang berhak. Hal ini ditegaskan oleh Bapak
Gatot, S.AN'* “Setiap Masjid yang beroperasi melakukan pengumpulan

Zakat dari warga setempet. Hasil dari pengumpulan Zakat itu kemudian

disalurkan kepada fakir gad membutuhkan.”

diharapkan dan membantu
lurahan Lebang
n pokok seperti,

r Miskin dapat

'%2 Hasil wawancara dengan Andal Amin Gatot, S.AN, Kasi Pelayanan Umum Kec.

Wara Barat Hari Kamis 20 Juli pukul 10.00



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pengangan Fakir Miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2011 adalah upaya terpadu, terarah yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah khususunya yang dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan
Lebang Kota Palopo dalam menjalankan program-program penanganan

fakir miskin seperti Prog Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan

sembako.

inan terdapat beberapa
ir miskin yang
tidak dirancang

sip-prinsip yang
jahteraan umum,

ilai-nilai hukum

Menangani | tanggung jawab negara dan
masyarakat umum demi dnya keadilan sosial bagi seluruh
masyarakat. Untuk memenuhi kepentingan penanganan fakir miskin
pemerintah mengesahkan sebuah aturan berupa Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dengan undang-undang

tersebut pemerintah dapat dengan maksimal menagani fakir miskin sehingga

tidak ada lagi kesenjangan ekonomi.

63
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C.Implikasi

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di
tengah masyarakat. Kemiskinan sebagai fenomena sosial yang telah lama
ada, berkembang sejalan dengan peradaban manusia, yang berdampak pada
lemahnya kehidupan dan merosototnya social ekonomi masyarakat.

Pemerintah Keurahan Lebang Kgta Palopo hendaknya lebih memperhatikan

kebijakan-kebijakan , seperti penyaluran PKH dan

sembako.
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